BAB I1

PENEGAKAN TINDAK PIDANA RINGAN

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1.

Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang- undang sering
disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang- undang tersebut
tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu,
maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut
sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana,
perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda
tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana),
baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa,
pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa
yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.?

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian
Strafbaar feit dibedakan menjadi :2°
a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana

28 | Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, him.32
29 Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar KodifikasHukum Pidana,
Bina Aksara, Jakarta, 1997, him.86
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untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan
umum.
b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang

diancam pidana.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni
delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis
disebut delit, dan dalam bahasa belanda disebut delict. Sementara dalam
kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan
yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap
undang-undang; tindak pidana”. Beberapa pendapat pakar hukum dari
barat (Eropa) mengenai pengertian strafbaar feit, antara lain sebagai

berikut:

a. Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan
yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan
yang dapat dihukum.

b. Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya

tertib hukum.
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c. Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu
perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam
suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang
harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-

sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar

feit, antara lain sebagai berikut:

a. Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu
perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang
dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan
pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

b. Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan
pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan
tersebut.

c. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah
tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa
Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat
dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan

merupakan "subyek™ tindak pidana.
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Menurut  Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat

digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Tindak pidana materil Pengertian tindak pidana materil adalah,
apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan
yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud
dari perbuatan itu.

b. Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila
tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan
tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni
pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat,

untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan
perbuatan. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis
meliputi:*°
1) Ada perbuatan;
2) Ada sifat melawan hukum;
3) Tidak ada alasan pembenar;
4) Mampu bertanggungjawab;
5) Kesalahan;

6) Tidak ada alasan pemaaaf.

30 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia,
Yogyakarta, 2012, him. 38
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b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu,
untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup
dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang
memiliki sifat melawan hokum tanpa adanya suatu dsar pembenar.
Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:

1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
2) Ada sifat melawan hokum

3) Tidak ada alasan pembenar

B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan,
Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa
Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat
digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.3! Tetapi,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk
dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan

dari segi “ancaman pidananya”.

3lyahya Harahap. 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP,
Sinar Grafika.
Jakarta, him. 99.
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Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidan ringan
yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh
ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan
dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran
lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp
7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

Jenis — Jenis Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas,
Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang
terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) vyaitu
sebagai berikut:
a) Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 )

Barangsiapa dengan sengaja menganggu ketenganan dengan
mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu,
diancam denagn pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana
denda baling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

b) Mengganggu rapat umum (Pasal 174 )
Barangsiapa denagn sengaja menganggu rapat umum yang

diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh,
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d)

f)

diancam dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda
paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).
Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176 )

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan
yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang
diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan
kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling
lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp.
1800 (seribu delapan ratus rupiah).

Merintangi jalan (Pasal 178)

Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-
halangi jalan masuk atau pengengkutan mayat ke kuburan yang
diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan
dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu
delapan ratus rupiah.

Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalan siding pengadilan
atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan
tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah
oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan
pidana penjara paling lama tigga minggu atau pidana denda paling
banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

Merusak surat maklumat (Pasal 219 )
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9)

h)

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak
dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumukan atas nama
penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang,
dengan maksud untuuk mencegah atau menyukarkan orang
mengetahui isi mkalumat itu, diancam dengan pidana penjara paling
lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp.
4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan

(Pasal 231 ayat (4))

Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan
penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lam
satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan
ratus rupiah).

Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1)).

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau
pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah)
karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui
batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau
merugikan kesehatannya;

2) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui
batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan

sengaja tidak member makanan yang diperlukan untuk hidup
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)

K)

kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi

kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannnya, atau kepada

hewan yang wajib dipelihara.
Penghinaan Ringan (Pasal 315)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat
pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap
seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di
muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang
dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan
ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu
atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus
rupiah).

Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1)).

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan
di uka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi
orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud
supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua
minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima
ratus rupiah).

Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal

334 ayat (1)).
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Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseoarang
dirampas kemerdekaannya secara emlawan hukum, atau
diterukannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda
paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah).

Penganiayaan Ringan (Pasal 352).

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalakan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai
penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan
atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus
rupiah).

Pencurian ringan (Pasal 364 ).

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir
4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363
butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang
dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam
karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga
bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima
puluh rupiah).

Penggelapan Ringan (Pasal 373).
Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih

dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan
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P)

ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana

denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Penipuan Ringan (Pasal 379).

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga
daripadabarang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua
puluh lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp.
250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Penerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497 ).

Pasal 407 ayat (1) “jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25
(dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama
tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima
puluh rupiah)”.

Pasal 497 “diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375
(tiga rtus tujuh puluh lima rupiah) :

1) barangsiapa dijalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat
yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang,
hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau
tanpa perlu menembakan senjata api;

2) barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan

bahan-bahan menyala.
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C. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemerikasaan Tindak Pidana Ringan

1.

Dasar hukum tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut :

a.

Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragrap 1 pasal 205- 210
KUHAP.
Pasal 205
(1) Yang diperiksa menurut pemeriksaan tindak pidana ringan ialah
perkara yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama
tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus
rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam
Paragraf 2 Bagian ini.
(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ,
penyelidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak
berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa
beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang
pengadilan.
(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama
dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan
kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.
Pasal 206.

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk
mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 207.
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(1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa
tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang
pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik,
selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan;

b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan
yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu
juga.

(2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat
dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir,
umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat
tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang

didakwakan kepadanya.

Pasal 208.
Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak

mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 209.
(1)  Putusan dicatat olen hakim dalam daftar catatan perkara dan
selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta

ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
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2.

(2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika
dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai
dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
Pasal 210.

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian
Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang perantaraan itu tidak

bertentangan dengan Paragraf ini.

b. Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua (memutus

sengketa wewenang mengadili), dan bagian ketiga (acara
pemeriksaan biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan

paragraph 1 diatas.

Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-
sebanyakbanyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal

205 ayat (1) KUHP.

. Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang

termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHAP jo Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983.

Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
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Berdasarkan KUHAP mekanisme pemeriksaan tindak pidana
ringan yaitu sebagai berikut: 32
a. Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan
jaksa penuntut umum
Pasal 205 ayat (2) KUHAP menerangkan, dalam perkara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atau kuasa penuntut
umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai
dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, sakti, ahli, dan
atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
b. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir,
kecuali divonis penjara dapat banding
Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat
pertama dan terakhir, kecuali dalam hal penjatuhan pidana
perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205
ayat (3) KUHAP).
c. Pemeriksaan hari tertentu dalam tujuh hari
Pengadilan menetapkan hari tertentu dalm tujuh hari untuk
mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pemeriksaan
ringan (Pasal 206 KUHAP). Penyidik memberitahukan kepada
terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus mengahadap

siding pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik,

32 Mohammad Taufik M. dan Suhasril, 2010, Hukum Acara Pidana dalam Teori
dan Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia
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selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara
dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus
segera disidangkan pada hari itu juga (Pasal 2017 ayat (1) a dan b
KUHAP).

Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat
dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku
register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan
terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a
dan b KUHAP)

Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak
mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu
(Pasal 208 KUHAP). Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar
catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalambuku
register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan
panitera. Berita acara pemeriksaan siding tidak dibuat, kecuali jika
dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidka sesuai
dengan berita acara pemeriksaan yang diuat oleh penyidik (Pasal 209
ayat (1) dan (2) KUHAP).

Ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab
ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan

paragraf ini (Pasal 210 KUHAP).
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D. Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice

Konsep restorative justice merupakan suatu konsep penyelesaian tindak
pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan
pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk
bersama-sama berbicara.®® Restorative Justice mengedepankan proses dimana
semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut
bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana
mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang
akan datang.®* Restorative Justice menawarkan beberapa cara dalam
menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari
insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya.
Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat
langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana
pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas
untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John
Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restorative justice berfokus pada
program restorative justice dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa
proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik
di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat

kerja.

$3Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep
Diversi danRestorative Justice, PT refika Aditama,Bandung, him 180.
4http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/
diakses pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 pada pukul 08:40.
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Restorative Justice adalah suatu pendekatan keadilan yang
memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan
juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi
ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban
juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong
untuk  mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan
memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah merekaperbuat dengan meminta
maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan
masyarakat.

Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik
korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative
Justice membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan
lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori
keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya
adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada
negara. Restorative Justice menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku
akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas
pelaku. Dalam bahasa Indonesia, maka diartikan bahwa Restorative Justice
sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban,
keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara
bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
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Ciri-ciri dari proses menggunakan pendekatan restorative justice antara

lain:®®

a. Fleksibilitas respon dari lingkungan, baik terhadap tindak pidana yang
terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat
kasus-perkasus.

b. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian
yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun
pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan
yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan
akibat tindak pidana.

c. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan
menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan
mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses
tersebut. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana
sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis
sanksi yang dijatuhkan.

d. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah
yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.

e. Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk
menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha

memenuhi kebutuhan korban.

35 Jonlar Purba, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan
Restorative Justice, Jakarta, Jala Permata Aksara, hal. 15
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f. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi
dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku
bertanggungjawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.

g. Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan
menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi
hukum yang dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut

sistem hukum nasional.
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